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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi komunikasi telah diikuti pula dengan 

penggunaan aplikasi Virtual Private Network (VPN) akun palsu, termasuk para 

pengedar narkotika. Penggunakan teknologi smartphone android berbasis internet 

dan VPN palsu untuk melakukan transaksi narkotika ini menyebabkan aparat 

penegak hukum semakin sulit untuk memberantas peredaran Narkotika  

Penggunaan  VPN akun palsu tersebut  didahului dengan  komunikasi untuk 

menentukan besaran Narkotika yang akan diperdagangkan dan lokasi titik 

pertemuan untuk pengantaran dan pengambilan atau penjemputan Narkotika yang 

dimaksud.  Tujuan pelaku melaksanakan aksinya agar tidak diketahui oleh apparat 

penegak hukum, dan komunikasi tersebut menggunakan teknologi internet yang 

didahului dengan tindakan penyamaran  IP Address untuk akses internet mereka 

terlebih dahulu dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN).  

Dua isu hukum yang diajukan yaitu kategori aplikasi VPN akun palsu 

yang digunakan pengedar narkotika dan pertanggungjawaban pidana pelaku 

pengedaran narkotika menggunakan VPN palsu. Metode penelitian ini, 

menggunakan tipe penelitian hukum, dengan pendekatan perundang undangan, 

dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan 

hukum primer dan sekunder. 

Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana narkotika yang menggunakan 

aplikasi VPN  palsu dapat dikenai Undang-undang Narkotika dan bukan UU ITE. 

Kategori mengedarkan narkotika menggunakan aplikasi VPN akun palsu 

termasuk dalam cyber crime, dengan kategori kejahatan illegal content dan data 

forgery, yaitu, memasukan data yang tidak benar atau memalsukan data berupa 

akun palsu pada VPN  dan  yang digunakan yang digunakan dalam sistem operasi 

android yang berbasis internet dalam transaksi Narkotika. Subyek atau pelaku 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam peredaran narkotika yang 

menggunakan aplikasi VPN akun palsu  dapat perorangan maupun korporasi. 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar Narkotika yang menggunakan 

teknologi berbasis internet dan aplikasi VPN digunakan UU Narkotika karena 

ancaman pidana sangat berat, bukan dengan mendasarkan pada Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Aplikasi Virtual Private Network (VPN), 

Akun Palsu. 
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ABSTRACT 

 

 The development of communication technology has begun by using fake 

Virtual Private Network (VPN) account applications, including narcotics dealers. 

Use internet-based Android smartphone and VPN technology to conduct narcotics 

transactions to force law enforcement to eradicate approved circulation. The 

purpose of carrying out the action is not known by law enforcement officials, and 

the communication uses internet technology that is preceded by the act of 

disguising IP addresses for their internet access first using a Virtual Private 

Network (VPN). 

 Two legal issues were proposed namely the fake VPN account application 

category used by narcotics dealers and the criminal liability of drug traffickers 

using fake VPNs. This research method, using the type of legal research, with the 

statutory approach, and the concept approach. Sources of legal materials used 

consist of primary and secondary legal materials. 

 The results of this study are narcotics crimes that use fake VPN 

applications can be subject to Narcotics Law and not ITE Law. The category of 

distributing narcotics using a fake account VPN application is included in cyber 

crime, with the category of illegal content crime and forgery data, that is, entering 

incorrect data or falsifying data in the form of fake accounts on VPNs and those 

used in the internet-based Android operating system in Narcotics transaction. 

Subjects or perpetrators who can be held liable in the circulation of narcotics 

using fake VPN account applications can be individuals or corporations. The 

imposition of criminal sanctions against Narcotics dealers using internet-based 

technology and VPN applications is used by the Narcotics Act because the 

criminal threat is very severe, not by basing it on the Information and Electronic 

Transaction Law. 
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